BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN PROBITY AUDIT DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tcntang Pengadasn BRarang/Jasa Pemerintsh,
Kementerian/Lembaga/Institusi dan Pemerintah Daerah
Pembuat Komitmen dan Unit Layanan Pengadaan/
Pejabat Pengadaan di lingkungan masing-masing;

. bahwa pengawasan dilakukan dengan menciptakan

sistem pengendalian intern atas pengadaan barang/jasa
dengan tujuan mendeteksli dan mencegah fearly warning
system) atas kemungkinan penyimpangan dalam proscs
pengadaan barang/jasa;

. bahwa sesuai dengan ketentuan Bab II angka 6 Peraturan

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor : FER-SE&;'K}D#!MI:’J tentang Pedoman Probity

Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Menteri/Pimpinan
Lembaga /Institusi dan Kepala Daerah berwenang menyusun

Menteri/Pimpinan Lembaga/Institusi dan Kepala Daerah;



dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perhu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kebijakan Probify Audit Dalam
Proses Pengadaan Barang/Jasa;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi .Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahumn 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tamhahan Lembaran
Negara Republik Indunesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tamhahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 604 1);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tabun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah scbagaimana telah
diuhah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tehun 2015 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
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Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
wmﬂmnﬂﬁ%%m

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 362/K/D4/2012 tentang Pedoman
Probity Audit Pengadsan Barang/Jasa Pemcrintah begi
Aperat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan - PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PROBITY AUDIT
DALAM PROSES FENGADAAN BARANG/JASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.

2. Bupati adalah Bupati Grobogan.

3. Pemerintah Daerah adalsh Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
kewenangan daerah otonom.

4, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintashan yang
menjadi kewenangan Dacrah.

5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Grobogan.

6. Inspekiur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Grobogan.

7. Probity Audit adalah kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa
proscs pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai
penggunaan dana sektor publik.

8. Aparat Pengawasan Interm Pemerintah yang selanjutnys disebut APIP adalah
intern di ingkungan Pemerintah Daerah.

9. Sistemm Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada




pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketsatan terhadap

peraturan perundang-undangan. c
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, cvaluasi,

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas
bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah
ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

11. Probity Auditor adalah orang/sekelompok orang atau badan yang independen
yang diberikan mandat untuk memberikan keyakinan atas suatu kontrak
kontrak pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan scsuai dengan scharusnya.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Kebijakan Probity Audit dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan
Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai panduan bagi AFIP serta instansi lainnya
dalam melakukan penilaian (independen) untuk memastiken bahwa proses
dan ctika pecngadaan serta memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 3

Tujuan probity audit :

a. memberi keyakinan bahwa rencana pengadaan barang/jasa telah didahului
dengan proses identifikasi kebutuhan riil barang/jasa;

b. identifikasi kebutuhan pengadaan barang/jasa telah scsuai ketentuan;

c. perencanaan pengadaan telah meliputi kebijjakan umum pengadaan dan
telah ditetapkan rencana penganggarannya;

d. meyakinkan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah sesuai ketentuan;

e. memastikan bahwa proscs pengadaan barang/jasa mampu melindungi para
pihak berkepentingan;

f. mcmastikan bahwa pcnaweran yang masulk ekan dinilai berdasarkan kriteria
yang sama.

g memelihara tingkat kepercayaan publik dan peserta pengadaan barang/jasa

h. mengembangkan tingkat kehati-hatian terhadap pengambilan keputusan; dan

i. menciptakan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa.



Pasal 4

(1) Jenis audit terhadap pengadaan barang/jasa Pemerintah Dacrah adalah audit
dengan tujuan tertentu.

(2) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan audit ketaatan terhadap ketentuan pengadaan barang/jasa yang
dilakeanakan selama proses pelaksansan pengadaan barang/jasa, dengan
pendekatan Probity.

(3) Probity audit diterapkan selama proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa
(real time} untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan telah diikuti dengan

benar, jujur dan penuh integritas, schingga dapat mencegah terjadinya
penyimpangan dalam proses pengadaan harang/jasa.

(4) Audit dapat dilakulkan :

a. mulai dari proses identifikasi keburuhan sampai dengan barang/jasa
dimanfaatkan; atau

b. hanya beberapa tahapan terpilih dari suatu proses pengadaan
barang/jasa.

(5) Ruang lingkup audit adalah setiap kegiatan pengadaan barang/jasa di
lingkungan Pemerintah Daerah dalam salu tahun anggaran atau lebih, yang
dilaksanakan oleh:

a. Perangkat Daerah; dan
b. Badan Usaha Milik Dacrah.

(6) Probity audit barang/jasa dilakukan pada tahap perencanaan, persiapan
pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan
kontrak, pelaksaaan kontrak sampai dengan pemanfaatan barang/jasa.

BAB I
KEBIJAKAN PROBITY AUDIT
Bagian Kesatu
Unit yang Bertanggung Jawab Melakukan Probity Audit
Pasal 5

Probity audit dilakeanakan oleh Inspektorat dan/atau Auditor Independen secara
mandiri atau bersama-sama.

Bagian Kedua
Pasal 6



paket pekerjaan memiliki scjarah/latar belakang yang kontroversial atau
berhubungan dengan permasalahan hukum;

paket pekerjaan berhubungan dengan kepentingan masyarakat uas;

paket pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat; dan
pekerjaan yang lain.
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Bagian Ketiga
Rencana Probity (Probity Plan)
Pasal 7

(1) Probity plan berupa rencana dan kerangka pengendalian untuk memastikan
bal lal an:} fjase WP o ! bi
(2) Probity plan disusun oleh masing-masing pelaksana pengadaan dengan
mempertimbangkan titik kritis pada proses pengadaan barang/jasa yang
yang terlibat dalam prosecs pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan
Bagian Keempat
Biaya Probity Audit
Pasal 8
anggaran Inspektorat.
Bagian Kelima
Kriteria dan Kualifikasi Probity Auditor
Pasal 9
Probity Auditor harus memenuhi persyaratan :
a. Syarat personal yaitu :

1. independen dan objektif yaitu tidak memihak, tidak bias,
pengaruh atau kepentingan tertentu dari pihak pemerintah maupun
pihak ketiga penyedia barang/jasa;

2. memiliki integritas yang tinggi dalam pelaksanaan penugasan,
memiliki karakter yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan



prinsip-prinsip moral berdasarkan rekam jejak yang dapat

dipertangungjawabkan;

3. tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak atau objek yang
diaudit;

4. memiliki kompetensi profesional dan kehati-hatian (professional
competence and due care) dalam melaksanakan penugasan;

5. memiliki pengetahuan dan kemampuan (knowledge and skills) yang
berhubungan dengan proscs pengadaan barang jasa;

6. memiliki pengetahuan tentang isu-isu probity dan isu-isu korupsi
dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah;

7. memiliki kemampuan (interpersonal skills) yang memadai dan
kemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan;

8. mampu menyimpan rahasia atas informasi yang diperoleh yang
berkaitan dengan kegiatan yang diaudit;

9. memiliki disiplin tinggi, tanggung jawab dan kualifikasi teknis untuk
melaksanakan penugasan;

10. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki
keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat korupsi,
kolusi dan nepotisme;

11. bersedia menandatangani Pakta Integritas sebelum mclaksanakan
penugasan; dan

12. memiliki pengalaman dalam bidang audit pengadaan barang jasa
pemerintah.

b. syarat formal, yaitu :
berpendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S1);
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Bagian Keenam
Kebijakan Pelaporan Hasil Probity Audit dan Tindak Lanjutnya
Pasal 10

(1) Hasil audit dituangkan dalam format laporan hasil audit berisi
dmmhnfpmdmdmmmﬁlﬁﬁmmmmnmhmmy}nn

(2) Laporan hasil probity audit disampaikan oleh Inspektorat kepades Auditan
dengan tembusan kepada Bupati setelah audit selesai dilaksanalkan.

{3]Dahmhalditumukanpmmpmmdmnhamngdanjmymgﬁdnkﬂmi
dengan ketentuan dan melanggar prinsip-prinsip probity, auditor



terhadap ketidaksesusian proses tersebut.

{4) Dalam hal pihak Auditan menolak untuk melakukan perbailtan/koreksi seperti
simpulan yang disampaikan Auditor, maka Auditor melaporkan kondisi
tersebut kepada atasan Auditan.

(5 Tindak lanjut yang dilakukan cleh Auditan disampaikan/diberitahukan kepada
Inspektorat dengan tembusan kepada Bupati. '

Bagian Keenam
Pedoman Probity Audit
Pasal 11

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetaplkan di Purwodadi
padatanggal 2 Januari 2018

Diundangkan di Purwodadi
padatanggal 2 Januari 2018

S D.
'ATEN GRO

—

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR 2.
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